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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi
Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya maka “Penyusunan
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 dapat diselesaikan
tepat waktu, yang merupakan gambaran yang diinginkan di Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 ini merupakan tekad dan komitmen
Kecamatan Gerokgak dan merupakan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan. Perjanjian ini juga dimaksudkan untuk menyusun perioritas kegiatan agar

lebih terarah dalam mengelola program atau kegiatan yang ada di Tahun 2023.

Gerokgak, 26 Oktober 2023
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada

hasil, yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakat
menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun
bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah
untuk memerangi korupsi yang baik secara reprensif maupun preventif dan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.
Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara
sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif maupun
sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan
dari segi prepentif melalui perbaikan system manajemen pemerintah yang
mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maka terjadi penyerahan sebagian kewenangan pusat
kepada daerah otonom. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus daerah sendiri sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku. Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan akan dapat lebih
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan adanya sesuatu pemerintahan yang baik, perlu
mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai
dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang
matang pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut
sebagai Pemerintah Kecamatan Gerokgak menetapkan dokumen perjanjian
kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan
dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi
Kecamatan Gerokgak sebagai tercantum dalam Renstra Kecamatan Gerokgak
dan merupakan penjabaran lebih lengkap dari Rencana Kerja Tahunan

Kecamatan Gerokgak Tahun 2023.



A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada ketentuan Pasal

25 ayat (6) yang berbunyi Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat

kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat, dan dengan Peraturan

Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Keputusan

Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian urusan

Bupati Buleleng kepada Camat, yang terdiri dari 1 (satu) bidang urusan yaitu

Non Perijinan yang terdiri dari :

a.

Koordinasi

1. Koordinasi penyelenggaraan bencana dengan tingkat kejadian ringan;

2. Koordinasi penagihan piutang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Buleleng terhadap pasien yang belum memenuhi kewajiban membayar;

3. Koordinasi Lomba Kebersihan dan Pertamanan antar kelurahan dan antar

camat se Kabupaten Buleleng;

4. Koordinasi penyusunan program penyuluhan kehutanan dan perkebunan;

5. Koordinasi pendataan obyek pajak dan penyampaian SPPT,;

6. Koordinasi pemantauan kemiskinan;

7. Koordinasi pemantauan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS).

Pembinaan

1. Pembinaan lingkungan bersih se kecamatan gerokgak;

2. Pembinaan pengelolaan air bersih pedesaan.

Pengawasan

1. Pengawasan terhadap sepadan/sumber daya air dan jaringan asset-aset
irigasi;

2. Pengawasan terhadap pemafaatan ruang.

Fasilitasi

1. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;

2. Fasilitasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanabh;

3. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Penetapan

1. Penunjukkan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
Kepala Desa/Perbekel, apabila kepala desa/perbekel cuti dan/atau
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berhalangan selama 14 (empat belas) hari sampai 6 (enam) bulan

lamanya,

. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada

Kelurahan sesuai dengan wilayahnya.

f. Penyelenggaraan

1.

Penyelenggaraan aksi bersama pemungutan sampah plastik di
Kecamatan Gerokgak;
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disadari bahwa Pemerintah

Kecamatan merupakan ujung tombak keberhasilan Pemerintah Kabupaten

dalam hal penyelenggaraan pemerintah, ekonomi, pembangunan, lingkungan

hidup, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan kepada

masyarakat. Untuk itu Kecamatan Gerokgak terus berupaya berbenah diri agar

mampu mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang mampu memberikan

pelayanan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng

yaitu :

1. Camat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional
Kecamatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman kerja;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

. merumuskan dan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  Urusan

Pemerintahan umum;
merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
merumuskan dan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;

. merumuskan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda

dan Peraturan Bupati;

. merumuskan dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;



merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan
dan sosial budaya;

merumuskan dan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;

. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan,
monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan kecamatan, desa
dan/kelurahan;

. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan,
ketatausahaan asset/barang milik daerah/pemerintah di lingkungan
Kecamatan;

. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan
Kecamatan;

. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di
lingkungan Kecamatan;

mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system
pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) di lingkungan Kecamatan;

merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan
(ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;

. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



2. Sekretaris Camat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program
Kecamatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman Kerja;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

. memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh

satuan organisasi di lingkungan kecamatan;

memfasilitasi dan melaksanakan surat menyurat, tata usaha, keuangan,
rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi,
kearsipan dan perpustakaan;

merumuskan dan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;

. merumuskan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda

dan Peraturan Bupati;

. merumuskan dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum,;

merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan
dan sosial budaya,;

merumuskan dan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;

. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan,

monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan kecamatan, desa
dan/kelurahan;

merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan,
ketatausahaan asset/barang milik daerah/pemerintah di lingkungan

Kecamatan;



p. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan
Kecamatan;

g. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di
lingkungan Kecamatan;

r. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system
pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan;

s. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) di lingkungan Kecamatan;

t. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan
(ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;

u. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Sub. Bagian Perencanaan

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan
data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran
Kecamatan meliputi pembuatan RKA dan DPA,;

e. menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana Kkerja
Kecamatan,;

f. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan
pelaksanaan kegiatan Kecamatan;

g. melaksanakan pengelolaan dan dan informasi;

h. melaksanakan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan;

i. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat;

J. melaksanakan dan menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;



k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
dan

I. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
peraturan perundang-undangan.

2.2 Sub Bagian Umum dan Keuangan

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan,
berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat,
tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan,
dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unti di
lingkungan Kecamatan;

e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik
pemerintah dilingkungan Kecamatan;

f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan
kepegawaian dilingkungan kecamatan dan kelurahan;

g. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan
daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, menyusun data
pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan
pension;

h. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan
pegawai;

I. menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa
Beban Kerja (ABK) dilingkungan kecamatan;

j. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dilingkungan
Kecamatan,;

k. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;

. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan
pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;

m. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi:

penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan



Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM);

n. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan
pegawai sesuai peraturan perundang-undangan ;

0. melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-
waktu sesuai kebutuhan/keadaan;

p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan
dan;

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Pemerintahan

a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, berdasarkan data dan
program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman kerja;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan

. melaksanakan pembinaan penyelengaraan pemerintahan umum serta

pembinaan keagrarian;
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan
desa/kelurahan;

melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

. melaksanakan kegiatan pemilu, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;

. melaksanakan pembinaan, pelayanan dan inventarisasi kekayaan

desa/kelurahan;
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

4. Seksi Pembangunan

a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan, berdasarkan data dan
program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman kerja;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pembangunan yang meliputi

perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi;



melaksanakan penyusunan profil Kecamatan, Desa/Kelurahan;

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat;

. melaksanakan pendataan swadaya murni masyarakat proyek masuk

desa/kecamatan;

. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Satuan Polisi Pamong Praja

a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Sat. Pol.
PP, berdasarkan data program kecamatan serta ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja;

melaksanakan penerbitan/pengawasan peraturan daerah dan peraturan
bupati;

. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam;

. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu,
berdasarkan data dan program kecamatan serta ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

. melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan

dan sanitasi lingkungan;
melaksanakan pembinaan perijinan, sarana dan prasarana fisik pelayanan
umum;

melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

. melaksanakan koordinasi pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan;
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h.

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

7. Seksi Sosial dan Budaya

a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial dan Budaya, berdasarkan data
dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman kerja;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

. melaksanakan pembinaan pelayanan bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);
melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, pemuda
plah raga, pariwisata dan kesehatan masyarakat;

melaksanakan kegiatan pelestarian adat dan budaya

. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasa; dan

. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Tujuan Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh

seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya dan memiliki

tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan. Adapun tujuan umum

diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagai yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014.

Perjanjian Kinerja adalah :

1. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparatif dan akuntabel.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja :
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur pemerintah
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. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah
. Sebagai dasar penilaian kebrhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran instansi pemerintah

4. Tolak ukur pencapaian kinerja sebaga dasar evaluasi kinerja aparatur

5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
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2.1

BAB Il
PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan

strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam
bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas
secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan
tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah
sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran.
Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Gerokgak Kabupaten
Buleleng berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) Kabupaten Bulelng Tahun 2005-2025, dengan berpedoman pada :
VISI
“Buleleng Kerta Raharja Menghantarkan Bali Dwipa Jaya Berdasarkan Tri
Hita Karana”
MISI
“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berdaya
dan Berintegritas”

Dalam rangka mengimplemenatsikan misi Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas, maka tujuan
rencana strategis dari Kecamatan Gerokgak, Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan, Pelayanan Masyarakat
dan Trantibum di Kecamatan dengan 4 (empat) sasaran :
1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
4

. Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Tujuan untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan
Gerokgak Kabupaten Buleleng sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tujuan
dan sasaran tersebut bersinergi dengan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari:

11



2.2

1. Tugas Kecamatan Gerokgak yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan keamanan, kenyamanan dan
ketertiban wilayah kecamatan.

2. Untuk melaksanakan tugas di atas, kecamatan gerokgak
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah
Kabupaten yang ada di Kecamatan,;

i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten;

j. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan

Perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama dan Program
Didalam penerapan system AKIP, setiap instansi pemerintah yang

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan
fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan
bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen
utama dalam sistem SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan
maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksankan kegiatannya dalam

rangka mencapai visi dan misinya.
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Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan
apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai.
Dengan demikian setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja, diwajibkan setiap pejabat menetapkan kinerja tahun 2023
sebagai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
Perjanjian Kinerja pada Tahun Anggaran 2023 meliputi 6 (Enam) program, 10

(sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh) sub kegiatan, yaitu :

1. PROGRAM

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam
lingkungan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang
diuraikan pada dokumen rencana strategis, selanjutnya diidentifikasi dan
ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan Tahun 2023, pada Kantor
Camat Gerokgak Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

o &~ 0D

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakuakan
Kecamatan Gerokgak sesuai dengan kebijakan dan program yang telah di
tetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan.Dalam komponen kegiatan ini telah di tetapkan Indikator Kinerja
kegiatan dan rencana capaiannya.

Adapun Kegiatan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2023

sebagai berikut :
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4.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

o b~ 0N

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

SUB KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a
b
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Fasilitas Kunjungan Tamu

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Menyurat
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b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan
7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya
di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
10.Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
c. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
d. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
e. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

Pembangunan Desa
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f. Fasilitas Pelaksanaan Tugas,

Kemasyarakatan

Fungsi,

dan

g. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2.3 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Dalam Perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak

mempunyai program dan anggaran sebagai berikut :

Kewajiban Lembaga

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2023

TARGET
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
Volume Satuan

1 2 3 4 5
| Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota 3,974,919,179

Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 1,495,750

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 45 buku

Daerah 1,495,750
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,322,278,264

1 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 3,199,761,144 28 | orang /bulan
Pelaksanaan penatausahaan dan
2 . e 122,517,120 70 dok
pengujian/verifikasi keuangan SKPD okumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah
& 208,598,305
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 4,293,400 9 paket
Bangunan Kantor
2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,707,500 4 unit
3 | Penyediaan bahan logistik kantor 145,977,513 1 paket
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,902,492 10 paket
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5,258,000 o4 dokumen
Perundang-undangan
6 | Fasilitas kunjungan tamu 11,139,400 15 laporan
7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 4,320,000 5 laporan
SKPD
Penyeiaan Jaa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
v jang 367,678,660
1 | Penyediaan jasa surat menyurat 50,866,752 5 laporan
) Eenyedlaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 47,038,200 9 laporan
listrik
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 156,772,118 8 laporan
4 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 113,001,590 10 laporan
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 74,868,200
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan
1 | dan pajak kendaraan perorangan dinas atau 3,350,000 14 unit
kendaraan dinas jabatan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,
2 | pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau 42,818,200 14 unit
lapangan
3 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 11,700,000 3 unit
4 Pemellharaa.n/rehablllta5| gedung kantor dan 10,000,000 1 unit
bangunan lainnya
5 Pemeliharaan/rehabilitasi saran.a dan prasarana 7,000,000 1 unit
gedung kantor dan bangunan lainnya
i Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik 148,913,844
1 Pelaksanaan urusan pe.merlntaha.\n yang terkait 148,913 844 1 laporan
dengan kewenangan lain yang dlimpahkan
m Program pemberdayaan masyarakat desa dan
keluarahan 218,575,758
1 Peningkatan gfgktlfltas kegiatan pemberdayaan 218,575,758 14 laporan
masyarakat diwilayah kecamatan
IV | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 357,972,710
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
1 | Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 101,071,476 14 laporan
Vertikal di wilayah Kecamatan
Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang
) tugas dan fungsinya di bidang penega.kén perauran 256,901,234 14 laporan
perundang-undangan dan/atau kepolisian negara
republik indonesia
Vv Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa 205,110,654
1 Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan 581,750 1 dokumen
kepala desa
2 | Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa 2,412,750 14 dokumen
3 Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan 2 720,000 14 dokumen
pendayagunaan aset desa
4 Fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan 76,818,232 1 dokumen
perangkat desa
5 Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan 10,483,250 1 dokumen
daerah dengan pembangunan desa
6 Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban 4,080,000 1 dokumen
lembaga kemasyarakatan
7 | Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya 99,014,672 14 laporan
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BAB Il
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gerokgak
Tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan
pembangunan yang ada di Kecamatan Gerokgak sehingga dapat dijadikan dasar dalam
pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Dengan penetapan kinerja ini diharapkan tidak
hanya mengelola anggaran, akan tetapi kita juga harus mampu menunjukkan serta
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Perjanjian kinerja ini juga
dibuat sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan
Gerokgak Tahun 2023.

Mudah-mudahan Perjanjian Kinerja ini dapat dijadikan parameter terhadap

pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Gerokgak, 26 Oktober 2023
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